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KATA PENGANTAR

Puji dan svukur tak hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
tahun 2025-2029 Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri
Dalam Negeri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen
perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis
untuk Periode 5 (lima) tahun, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkalis memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, larget,
indicator oufcome dan owipui serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut
terlibat dalam proses penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, namun demikian kami
mengharapkan saran, masukan dan korektif sebagai bentuk penyempurnan

dokumen perencanaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan asset daerah

vang baik.




Bewapna BEPRAD Tk, Benghatis | 2025-2029

DAFTAR ISI
AT I PENGAINTRR: i nosamusmen s s s s eens SRS PR A i
DIAFTAR IBE i o i simistis ot s S o s svs et s sl ii
BAB I PENDAHULUAN ..ot csrasssssssssss s ssssessass s ssssssssasnsesmesssssssssssss sres I
Ll R BRRRRAING . oo i s i s s et S b AT i |
12 Diasar Hitkoam e s A i i i i i 4
1.3 Maksud dan Tujuan ................... VRSN ——— . 6

L4 Sistimatikas Pemilisnn....couiininnnnisnmssnisiiaaa T
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN., PERMASLAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGEKAT DAERAH ... i 8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..........oooviieioiiiiiomiiiecccceeees 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ... ....ocvirmeinmnriiien 14

BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... 18
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah ... 18
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah...........c..cocvionincnsvisnnsrssrsssmsssansins 18
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

21
3.4 Arah dan Kebijakan Perangkat Dacrah .........ccccoriieimrmsnisinssinsssnnssssinesas 24

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....ccovcveririreneneiarasasassenssessesessssenns 25
4.1 Uraian Program. ... ssmsssssssasssssssssssssssss ssssssssss 25
i RN IR o s st A s e iz 26
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

28

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daersll. ... mimisis i b e 41

4.5  Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat

Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU} Perangkat Dacrah................. 43

4.6 Target Kinerja Penvelenggara Urusan Pemerintahan Daerah melalui

Indikator Kinerin Kanct (R ). e misiisimmissivmmssiseiisamnsiio 43
B N P D s i e e e T 45



5.1 KeSIMPUIAN ...cvvvieirieiiee s rsssssssst s st ssssssms e nss e s s s sssnne s snanssnsns 45
i BOAD PEIARRUNANN . coiivssommiss i iiminipiiins i sl ona ki 45
5.3 Pelaksanaan Pengendalian............cvniiimimisinnmssin s 46
5.4 Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ............. 46
PAFTAR KEPUSTAKAAN ..t s ieiitnnie 48

1l



1.1

BABI1
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

merupakan tonggak penting dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia.
Undang - Undang ini memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah daerah memiliki
kewenangan vang luas dalam berbagai bidang antara lain: a) Urusan
Pemerintahan Umum yang meliputi penvelenggaraan pemerintahan,
ketertiban umum, dan perlindungan masvarakat, b) Pembangunan yang
meliputi pembangunan infrastruktur, perekonomian, sosial. dan budaya serta
¢) Pelayanan Publik seperti meliputi pelayvanan administrasi kependudukan.
kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis sebagai
salah unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki komitmen untuk
melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah yang lebih
optimal akuntabel dan transparan serta menjaga kualitas belanja vang
produktif dan tepat sasaran. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan dan
aset merupakan salah satu komponen penting pembangunan dacrah sekaligus
sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.
setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam
beberapa skala waktu. Tujuan penyusunan dokumen perencanaan adalah
untuk memberikan arah dan kesinambungan pembangunan, meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas serta memperkuat partisipasi masyarakat.
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Beberapa dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah
daerah antara lain:
I. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi,
tujuan, dan strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu duapuluh
tahun (20 tahun).
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Merupakan penjabaran dari RPJPD dan Visi Misi Kepala Daerah dalam
jangka wakiu yang lebih pendek, biasanya 5 tahun. RPIMD memuat

I~

program dan kegiatan prioritas vang akan dilaksanakan untuk mencapai

visi dan misi daerah.

fad

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Merupakan penjabaran dari RPIMD dalam jangka waktu | tahun. RKPD
memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target yang harus dicapai dalam
satu tahun anggaran.
Sedangkan pada perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan jangka menengah lima (5) tahun yang disusun oleh setiap
Perangkal Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yvang telah ditetapkan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
dan menyusun rencana kerja (renja) setiap tahunnya,

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Dacrah merupakan
amanat dari pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD dan
RKPD yang menyebutkan bahwa salah satu Rencangan Perangkat Daerah
adalah Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

s ________ s
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dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkal dacrah vang disusun berpedoman kepada RPIMD dan bersifat
indikatif.

Selain ketentuan di atas, untuk mendukung penyusunan dokumen
RPIMD dan Renstra Perangkat Daecrah pasca pemilihan kepala daerah
serentak tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
RPIMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Melalui Inmen ini
kepala daerah Provinsi dan Kab/Kota menginstruksikan perangkat daerahnya
agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 20235-2029 secara
simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan proses RPIMD.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bengkalis dituntut memiliki arah yang jelas dan terukur untuk
mencapai  tujuan  dan indikator yang ditetapkan. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, BPKAD menyusun dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai pedoman yang
komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi,

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah vang disusun oleh setiap perangkat daerah. Dokumen ini memuat
tujuan, sasaran, strategi. program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan adanya Renstra, diharapkan setiap
perangkat daerah dapat:

« Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Melalui perencanaan yang matang, sumber daya dapat dialokasikan secara
optimal sehingga menghasilkan output dan outcome yvang lebih baik.

= Meningkatkan akuntabilitas
Renstra menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja
perangkat daerah.,

« Menjamin sinergitas perangkat daerah



Renstra disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) schingga tercipta sinergi antar
perangkat daerah.

« Meningkatkan partisipasi masyarakat
Proses penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak, termasuk
masyarakat, sehingga rencana yang dihasilkan lebih relevan dan mendapat

dukungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, berlandaskan pada:

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4421 )

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):



9.

10,
1.

14.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkalis di
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
147

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80):

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan cvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang S1PD:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:;



Bwsrra EPR AT Tad. Bemglbatin | 2025-2029

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2024 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk

memberikan arah dan pedoman tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi

Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKAD adalah :

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. program dan
kegiatan selama periodesasi tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPKAD untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi
Kabupaten Bengkalis.

b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD selama
periodesasi tahun tahun 2025-2029,

¢. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja BPKAD
sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan selama periodesasi tahun
2025-2029

d. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka

menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
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1.4 Sistimatika Penulisan
Sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB 1

BAB II

BABIII :

BABIV :

BAB YV

PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan  gambaran  pelayanan  perangkat  daerah.
permsalahan dan isu strategis perangkat daerah. Pada bab ini
dapat ditambahkan substansi yang ada kaitannya dengan kinerja
perangkat daerah.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan, sasaran. strategi dan arah kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan uraian program. kegiatan, sub kegiatan beserta
kinerja. indikator, target dan pagu indikatif. Selain itu juga
menguraikan sub kegiatan dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029
melalui Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah.

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan serta pelaksanaan  pembangunan  berdasarkan

urusan pemerintahan daerah.
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BABII
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Dacrah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor | Tahun

2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkalis, Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai Penunjang

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis memiliki

fungsi antara lain:

1) Penyelenggaraan perumusan  kebijakan  koordinasi, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan
asset

2) Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat
Pengelola Keuangan Dacrah (PPKD)

3) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah

4) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
(TPTGR); dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kab. Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini:

P ————
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bengkalis
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Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis No.48 Tahun 2024

Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam menggerakkan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
Tanpa itu tugas dan fungsi organisasi tidak akan berjalan serta tujuan
tidak akan tercapai. Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana
pendukung tersebut merupakan input organisasi, sekaligus sebagai faktor
internal yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan suatu
arganisasi.
b.l  Sumber Dava Manusia (SDM)

SDM adalah seluruh individu vang berkerja di BPKAD Kab,
Bengkalis baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (P3K), Tenaga Kontrak vang terdiri dari Tenaga

Akuntansi, Tenaga Administrasi, Supir, Tenaga Kebersihan dan Tenaga




Keamanan. Untuk mengetahui lebih rinci sumber daya manusia yang

berkerja di BPKAD Kab. Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi SDM
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

No Kedudukan/Status Jumlah
L p
| Pegawai Negeri Sipil 25 31 56
2 PPPK 2 2 4

3 Tenaga Kontrak

a) Administrasi 56 40 O6
b) Akuntansi 6 5 11
¢) Supir 3 - 3
d) Kebersihan 10 9 19
¢) Keamanan 14 - 14

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa PNS vang
bekerja di BPKAD sebanyak 56 orang, PPPK berjumlah 4 Orang dan
Tenaga Kontrak berjumlah 143 orang.

Tabel 2.2
Komposisi SDM
. Menurut Golongan Kepangkatan
Golongan/Pangkat
No Kedudukan/Status . Jumlah
I I nvx | 1
| Pegawai Negeri Sipil | 5 45 5 56
2 | PPPK = | = 4 - 4

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, PNS yang berkerja di BPKAD
berdasarkan Golongan/Pangkat terdiri dari Golongan 1 berjumlah |
orang, Golongan 11 berjumlah 5 orang, Golongan 111 berjumlah 45 orang

10
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dan Golongan 1V berjumlah 5 orang, sedangkan PPPK dengan Golongan

IX berjumlah 4 orang.
Tabel 2.3
Komposisi SDM Menurut Eselonering
Eselon
No Jabatan Jumlah
1] 111 v JE
I Kepala BPKAD I - - - I
2 Sekretaris - 1 - - |
3 | Kepala Bidang - 4 - - 4
4 | Kasub Bidang - - 10 - 10
5 | Jabatan fungsional - - - 2 2

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Dari Tabel di atas, dapat diketahui jumlah eselon di BPKAD
berjumlah 16 orang dan 2 orang jabatan fungsional yang terdiri dari
Eselon 11 orang, Eselon Illa 1 orang, Eselon [1lb 4 orang, Eselon IV 10

orang dan 2 orang jabatan fungsional.

Tabel 2.4
Komposisi SDM BPEKAD Menurut Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi Pendidikan
Na Jabatan Jumlah
SMP | SMA | D3 | Si 82 | 83
1 | PNS 1 | 14 4 28 8 | 56
2 | PPPK - - - 4 - - 4
3 | Tenaga Kontrak
a) Administrasi - 29 14 53 - - Q6
b) Akuntansi - = = 9 Z 11
¢) Supir B 1 - - . - 1
d) Kebersihan - 14 3 2 - ]
e} Keamanan - 12 1 ] - - 14
Total 1 72 22 97 10 | 203

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025
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Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, kualifikasi pendidikan PNS, PPPK
dan Tenaga Kontrak yang berkerja di BPKD terdiri dari tamatan SMP
sebanvak | orang, SMA sebanyak 72 orang, D3 sebanyak 22 orang,
Strata | sebanyak 97 orang, Stratra 2 sebanyak 10 orang dan Strata 3

sebanvak | orang.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari
capaian Indikator Kinerja selama periode tertentu. Indikator Kinerja
merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi vang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja BPKAD Kabupaten
Bengkalis periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

12
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Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Bengkalis
Tahun 2021 — 2026

) o Target Renstra Realisasi Capaian Renstra Rasio Capaian Renstra
Mo | Indikator Kinerja

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

1 | Persentase

Penatausahaan . 43% 50094 55% H0%: 65% 43% 56% T1% NA NA | 100% | 100% | 100% | NA NA
Aset vang Tertib

dan Terukur

2 | Persentase
Pemanfaatan Aset [ 3504 4054 45% 5094 55% 40% 5594 53% NA NA | 100% | 100% | 100% | NA MNA
Daerah untuk
Peningkatan PAD

3 | Indeks
Pengelolaan c C B B A % B B MNA NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA

Keuangan Daerah

4 | Ketepatan waktu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Te Tepat
Penvusunan ) e i R £ 0 NA | NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA
APBD Waktu | Waktu | Waktu | Wakt | Waktu | Waktu | Wakt | Waktu

5 | Penyampaian . - . .
Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat

LﬂF’U"‘}“ Keuangan i o s NA NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA

Pemerintah Waktu | Waktu | Waktu | Wakw | Wakt | Wakw | Wakiu | Waktu

Daerah

i | Opini BPK WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | NA | NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA

7 | Nilai Akuntabilitas
Kinerja Perangkat C B B BB BB C B BB NA WA | 100% | 100% | 100% | NA NA

Daerah

Sumber: BPKAD Kab.Bengkalis. 2025

el e ]
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Dari Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) Indikator
Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026,
semuanya dapat tercapai dengan baik bahkan melampui dari target vang
telah ditetapkan selama periodesasi 3 (tiga) tahun. Kondisi ini
menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun
waktu 2022-2024 dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.
Namun demikian tentu masih terdapat catatan perbaikan untuk
pelaksanaan tahun berikutnya sehingga capaian tahun berikutnya akan
lebih baik lagi.

BPKAD adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola
keuangan dan aset daerah yang mencakup perencanaan anggaran,
penatausahaan kas daerah, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah. Kinerja pelayanan
BPKAD berhubungan langsung dengan efisiensi dan efektifitas,

transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran  pelayanan BPKAD (Badan Pengelola
Keuvangan dan Aset Daerah) merupakan pihak-pihak yang secara
langsung atau tidak langsung menerima manfaat atau layanan dari fungsi
dan tugas pokok BPKAD. Kelompok sasaran pelavanan BPKAD secara
umum diantaranya adalah Perangkat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyedia
Barang/lasa, Kementerian/Lembaga vertikal di daerah maupun di tingkat

pusat serta pemangku kepentingan lainnya.

2.2  Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daecrah
a, Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKAD Kabupaten
Bengkalis dihadapkan beberapa permasalahan baik yang bersumber dari

internal maupun  eksternal. Beberapa permasalahan vang telah

R
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diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD

Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya layanan aplikasi sipd.ri karena pada saat tertentu
terjadi frouble/errow dan perbaikan sistem/mentenance oleh Pusat
Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri.
Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses penganggaran,
penataausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD.

2) Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah karena saat ini
BPKAD masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD secara offline.
Dalam upaya untuk pengelolaan BMD vang lebih baik BPKAD
sedang melakukan transisi ke aplikasi e BMD vang disiapkan oleh
Kemendagri.

3) Belum terintegrasinya sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah (BMD)

4) Keterbatasan ruang fiskal daerah yang semakin sempit dan
cenderung menurun khususnya yang bersumber dari dana Transfer
Keuangan Daerah (TKD) sehingga berdampak pada kerbelanjutan
program dan pelayanan publik. Disisi lain kondisi ini menyebabkan
pemerintah daerah kesulitan dalam memenuhi anggaran belanja

wajib dan mengikat/mandaiory spending.

i
T

Realisasi anggaran yang relatif’ rendah sehingga mengakibatkan

penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.

6) Masih terjadinya persoalan hukum dan konflik pada aset tanah

7) Masth terbatasnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah

8) Masih lemahnya sinergitas antar perangkat daerah dalam

pengelolaan kevangan dan aset daerah

b. lsu Strategis
Perangkat dacrah merupakan pelaksana dari program dan kegiatan yang
sudah ditetapkan. Agar dalam menjalankan program dan kegiatan lebih

e e e
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efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diidentifikasi isu-isu

strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Identifikasi isu yang

tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas

program schingga dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil analisis

permasalahan dan berbagai fakta dan informasi diperoleh beberapa

isu-isu strategis BPKAD sebagai berikut:

)

[ed
—

3)

4)

Kemandirian fiskal dacrah

Pendapatan Daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah
pusat khususnya vang bersumber dari DBH Migas, sementara
kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal, Beban
belanja  pegawai  dan  operasional vyang terus  meningkat
mengharuskan BPKAD sebagai BUD harus prudent dan objektif
untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan skala prioritas.
Pengendalian Belanja Daerah

Melakukan pengendalian belanja daerah untuk memastikan anggaran
digunakan secara efektil’ dan efisien dan diprioritaskan untuk
mendukung kebijakan nasional dan mewujudkan visi dan misi
Daerah.

Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Transformasi digital tidak lagi bersifat opsional melainkan suatu
keniscayaan. Pengelolaan keuangan (sipd.ri) dan aset daerah (e
BMD) wvang belum terintegrasi  serta kurangnya standar
interoperabilitas dapal menjadi penyebab pelayanan yang tidak
prima dan sumber data yang disinformatif.

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang melibatkan perangkat
daerah memerlukan sinergitas yang kuat, namun proses pengambilan
keputusan yang berjenjang dan perbedaan skala prioritas perangkat
daerah dapat memperlambat implementasi. Perlu komitmen bersama
untuk  memperkuat koordinasi lintas sektor dan menciptakan

kerangka kerja secara terkoordinatif dan terpadu.

16
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5)

6)

Dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah, seringkali diikuti
dengan perubahan-perubahan regulasi. Sebagai leading sekior
pengelolaan  keuangan daerah, BPKAD dituntut untuk lebih
responsif dan antisipatif’ dengan menyesuaikan kebijakan tersebut
baik secara teknis maupun regulasi. Keterlambatan dalam
menyesuaikan regulasi dapat menimbulkan risiko audit dan sanksi
finansial dari pemerintah.

Terbatas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Meskipun jumlah pegawai lebih dari cukup, kualitas dan kompetensi
sering kali tidak sejalan dengan tuntutan layanan cepat dan tepal.
Kurangnya pendidikan pelatihan khususnya di hidang pengelolaan
keuangan serta penguasaan teknologi informasi menyebabkan
keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih
kompleks. Oleh karena itu perlu dirancang program pengembangan
kompetensi ASN dilingkungan BPKAD vyang berkesimbangunan

dengan rencana karir dan sasaran kinerja pegawai vang terukur.
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BAB I
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjaga sinergitas dan konsistensi dokumen perencanaan maka
rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra BPKAD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tepatnva
pada Misi 2 yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai
Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Masvarakat vang Berkarakter khususunyva pada tujuan 2 (kedua) wvaitu
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat
berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu. Sedangkan

sasarannya adalah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah vang Baik.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Tujuan Renstra BPKAD Kab. Bengkalis adalah Terwujudnva pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator

kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan. Selain tujuan tersebut, dokumen

Renstra dibutuhkan untuk:

a. Menjaga konsistensi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Bengkalis.

b. Menyediakan instrumen dan kerangka kerja untuk memberdayakan potensi
vang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran vang
ditetapkan.

¢. Mengukur pencapaian kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan urusan
keuangan dan aset daerah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan
tujuan perlu ditetapkan sasaran yang menjadi target pencapaian selama kurun
waktu 2025-2029 sebagai berikut :

e —
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a. Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional
perangkat daerah dengan indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat
Daerah:

b. Meningkatnya tata kelola anggaran dengan indikator kinerja Persentase
Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;

¢. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan dengan indikator Kinerja
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelavanan Dasar dan
Persentase Penurunan SiLPA

d. Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan dengan indikator
kinerja Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah (LKPD) tepat
waktu

e. Meningkatnya tata kelola aset dacrah dengan indikator kinerja Persentase
penambahan nilai aset tetap

f. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja, Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah
KPK dan Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK

Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan BPKAD
Kab. Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:
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Tujuan,

Tahel 1.1

Sesaren dan Indikator Kinerja Pelayanan BPEAD Kab. Benghkalis Tahun 2025-2024

Indikator kKandisi Target Kinerja Tujusn/Sasaran Target
N Tujunn Sisurnn ValuasSasaren Satuan Awal 025 2026 027 2028 2029 Akhir
{2024} Tahun
I Terwujudnya Cipend BPK  afas O WP WTP WP wTP WwTP WTP WTP
pengelolamn Lporan Keuangan i
Maﬁ dan aset | Memngkutnva Nilai SAKIF Peranghat
FE | endnghs  petiyan | Duessh Nilai i BB A A A A A
v vy dan NIV S s | oon | se | sy | @ | e (88)
uminbe an operasional
perangkif dagrah
Menmgkamya  tma | Persentase Belanja
kelola anggarmn Pegowai i Lur
Tunjangsn Guru yang (%) 2395 | 2204 | 2027 | 1865 | 1706 15,79 15,79
dinlokasikan  melnlui
TR
Perseniase Alokasi
Belanjn  Infrestrukiur %) 3363 33.65 nn 40,06 42,46 45,01 45,01
Pelavanan Publilk
Meningkatmya tatn | Persemtase  Realisasi
s i caill - oo Bf,:“:}‘{; (%) sso6 | 132 | 6377 | ee32 | ebos | 7L | 714
Peluyanan Dasar
3
:ﬁ:‘m Peaurinan %) 9383 | o414 | 9443 | o471 | o497 | wsz: | 9522
Menmgkotmya  Tata | Penyvampaian  Loporan Tepat : 1 }
Kelola Akuntansi dan | Kevangon Pemerinth | wakwTidak | [P | [Pat | Tepat | Tepst | Tepw | fepm | tep
Pelaporan Doersh (LEFD) Tepal wakiu .
E‘:ﬂ’:ﬂmﬁmhrm Eﬁl‘ﬁ:.;’:‘;’“‘“"“’ Paint (%) 497 | 1050 | 1501 | 2088 | 2422 | 2800 | 1250
Terwujudnya Milai Area Pengeloloan
Pencegubinn  Korupsi | BMD  pada L Milai ] B 3 33 fall 65 65
pads Pernngkat Daerah | Kopsurpsh KPR
Milm Arca
;whngﬁ Nilai 7 15 58 65 75 85 85
KPK

Sumber: BPEAD Kob Bengkalis Tahun 2025
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3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Strategi adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan

langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus. lokus dan penentuan
program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang
dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. Dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dan isu strategis maka ditetapkan
strategi sebagai berikut:

|. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan
cfektivitas pelavanan administrasi keuangan dan operasional
Penggunaan teknologi informasi dapat membantu perangkat daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, Dengan
teknologi informasi, proses administrasi dapat dilakukan secara lehih
cepal, akurat, dan transparan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah
Pengelolaan keuangan daerah vang transparan adalah kunci untuk
membangun kepercayaan publik. Beberapa langkah yang dilakukan adalah
menghadirkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang terintegrasi, publikasi laporan keuangan secara rutin diwebsite
BPKAD serta melakukan sosialisasi terhadap tata kelola kevangan daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini akan mempermudah
akses informasi bagi masyarakat dan stakeholder serta dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan penatausahaan aset daerah
Setiap tahun aset pemerintah daerah terus bertambah dan membutuhkan
penatausahaan asel yang komprehensif. Oleh karena itu peningkatan
akuntabilitas pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa aset daerah dikelola secara efektif dan efisien. Dengan

akuntabilitas yang tinggi pemerintah daerah dapat menumbuhkan
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kepercayaan masyarakal, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan
mencegah penyalahgunaan aset. Beberapa upava yang dilakukan dengan
melakukan kegiatan rekonsiliasi aset secara berkala, digitalisasi
pengelolaan aset, penatausahaan aset secara menyveluruh serta memastikan
semua aset tercatat dan terdokumentasi dengan baik dengan dilakukan
pengawasan dan penertiban aset.

4. Membangun kerjasama dengan Stakeholders
Membangun kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders untuk
mendukung pengembangan kebijakan dan inovasi merupakan salah satu
yang krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan
melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, dunia usaha, dan
lembaga non-profit, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kerjasama ini juga membuka peluang untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui investasi dan pengembangan potensi lokal.
Selain itu stakeholders dapat memberikan masukan dan dukungan dalam
pengambilan keputusan, sehingga kebijakan vang dihasilkan lebih
responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Memperkuat pengawasan internal untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan
Pengawasan internal yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa
program dan kegiatan di perangkat dacrah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan tujuan vyang telah ditetapkan. Dengan memperkuat
pengawasan internal, perangkat daerah dapat memantau dan mengevaluasi
pclaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif. sehingga dapat
mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif yang
tepat waktu. Pengawasan internal yang kuat juga dapat membantu
mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

6. Menerapkan sistem reward dan punishmenr untuk meningkatkan integritas

dan akuntabilitas pejabat dan staf perangkat daerah

e e e e e e e e e e e e
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Sistem reward dan punishment dapat membantu meningkatkan motivasi
dan kinerja pejabat dan staf, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap perangkat daerah. Selain itu. sistem ini juga dapat membantu
mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan menerapkan sistem reward dan punishment, perangkat daerah
dapat menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan integritas dan
akuntabilitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan
profesional. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu memprioritaskan
penerapan sistem reward dan punishment sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
. Meningkatkan kompetensi ASN
Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat daerah memiliki
peran yang sangat strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan dan
pembangunan daerah. ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayanan publik, dan perckat bangsa. Dengan kompetensi dan integritas
vang tinggi, ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan
publik, mendorong inovasi, dan mendukung terwujudnya good governance
di daerah,

ASN juga berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program-program pembangunan daerah. Mercka menjadi ujung
tombak dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, sehingga
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung
pada kinerja ASN. Dengan demikian, keberadaan ASN vang profesional
dan berintegritas merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam mewujudkan tersebut seluruh
ASN  lingkup BPKAD didorong untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan formal maupun mengikuti pelatihan singkat, bimtek teknis
maupun sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan

penatausahaan aset daerah
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3.4  Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah
Arah Kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang sesuai

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPIMD.

Adapun arah dan kebijakan renstra perangkat daerah yang telah dirumuskan

schagai berikut
Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
RPJIMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029
Tujuan 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan vang integritas, dinamis, dan

masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu

dengan Stakehalders vang
lerkat

Sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daernh Tahun 2025-2029
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
lerwujudnya Meningkatnva  dukungan | Menggunakan  teknologi | Digitalisasi dalam
pengekolaan pelayanan  administrasi | informasi untuk | pelavanan  sdministrasi
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BAB 1V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program
Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk

serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan
capaian kinerja vang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Setiap program
disusun berdasarkan keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta
mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Program yang disusun pada Badan
Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya
merupakan kesinambungan terhadap program dari tahun sebelumnya dan
disempurnakan sesuai  dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Adapun Program Badan Pengelolanan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atlas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah direncanakan pada periode tahun 2025-2030.
berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan lersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses
administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapan berjalan
dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja vang telah ditentukan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini digunakan untuk mengelola keuvangan mulai dari penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan keuangan dacrah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berisikan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

mengelola Barang Milik Daerah (BMD), vaitu semua barang yang dibeli atau

e e e e e e ———————————
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diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4.2  Uraian Kegiatan

Dari program yang direncanakan akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa

kegiatan. Sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terdapat beberapa

kegiatan vang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah :

1.

!\J

Perencanaan, penganggaran.dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini berkaitan dengan perencanaan (Penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja), Penganggaran (RKA, DPA, DPPA)
dan evaluasi kinerja ( Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, dan evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja) pada Badan Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis

Administrasi kevangan perangkat daerah

kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup berbagai
aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan suatu perangkat daerah.
Adapun yang termasuk dalam kegiatan tersebut mencakup, Melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan tidak terjadi
penyimpangan, Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung
pembayaran, Menindaklanjuti temuan-temuan audit dari pihak eksternal dan
Menyusun laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP.

Administrasi barang milik daerah pada perangkat dacrah

Kegiatan ini terkait dengan penggunaan jasa pengamanandilingkup Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Baik dikantor maupun di gudang
asset.

Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Kegiatan ini digunakan untuk di bidang bimbingan dan pelatihan untuk
meningkatkan  kompetensi ASN  dalam mengelolan  kepegawaian,
perencanaaan, keuangan dan asset dacrah.

Administrasi umum perangkat daerah
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Administrasi umum perangkat daerah adalah serangkaian Kkegiatan
pengelolaan yang bersifat umum dan Supporting, dilakukan oleh setiap unit
kerja di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung
kelancaran operasional dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi (tupoksi)
perangkat daerah tersebul. Administrasi umum mencakup berbagai aspek.
mulai dari pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, air, listrik,
internet, serta pengarsipan.

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan ini berkaitan dengan pengadaan barang atau belanja modal. baik
pengadaan kendaraan dinas, mebel dan pengadaan sarana dan prasarana
gedung kantor lainnya.

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Adapun kegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa sural menyuratl, jasa
sumber air dan listrik serta jasa pelayanan umum (Jasa tenaga administrasi,
keamanan, kebersihan).

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaaraan dinas operasional,
pemeliharaan sarana dan prasana gedung kantor dan rehabilitasi gedung
kantor.

9. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah adalah kegiatan yang
dimulai dari penyusunan rencana kerja anggaran Kabupaten bengkalis.
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Dacrah
Kabupaten Bengkalis serta melakukan penyusunan regulasi dan kebijakan
terkait anggaran daerah.

10. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
Kegiatan ini berkaitan dengan penatausahaan pembiayaan dacrah, Penviapan.
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD,
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Penegelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya serta

]
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4.3

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan
Pencrimaan  dan  Pengeluaran  Kas  serta  Penatausahaan  dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan,

. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dacrah adalah
kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan l.aporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
Kabupaten Bengkalis. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan ini digunakan untuk Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Keuangan serta dana darurat dan mendesak.

. Pengelolaan barang milik daerah

Kegiatan ini di gunakan untuk penatausahaan asset daerah, mulai dari
penyusunan standar harga, penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah, laporan barang milik daerah, penilaian, pengamanan dan penghapusan

aset daerah.

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD telah disusun sub kegiatan yang

merupakan penjabaran dari kegiatan. Pada sub kegiatan ini BPKAD telah

menetapkan indikator kinerja, target dan pagu indikatif. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas
Pembangunan Dacrah
Dari beberapa sub kegiatan vang telah direncanakan, terdapat beberapa sub

kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah scbagai

berikut:

Tabel IV.2

Sub Kegiatan dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Clutcome

Kegiatan/Sub Kegiatan

ket

Program  Penunjang
Lirusan

Milai SAKIP BFKAD

kegiatan: Perencanaan,
penganggaran. dan evaluasi kinerja

Pemeriniahan Perangkat Daerah
Daerah Sub  Kegiatan:  Koordinasi  dan
Kabupaten/Koia Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Meningkatnya Kegiatan:  Administrasi  Umum
Pengelolaan Aplikasi | kualitas  pengelolaan | Perangkat Daerah
Informatika aplikasi informatika Sub kegiatan: Dukungan
Pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
Program Meningkatnya  tata | Kegiatan; Koordinasi dan
Pengelolaan kelola anggaran Penyusunan  Rencama  Angearan
Keuangan Daerah Daerah
Sub Kepiatan: Koordingsi  dan

penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Sub  Kegiatan: Koordinasi  dan
Penyusunan Peraturan Daerah
teniang Perubahan APBD  dan
Peraturan  Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Sub  Kegiatan:  Koordinasi  dan
Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Kegiatan: Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub  Kegiatan; Koordinasi  dan
Pengelolaan Kas Dacrah

Sub Kegiatan: Penatausahaan
Pembiavaan Daerah

Sub Kegiatan: Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi Keuangan vang
berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban

dan
dan

Kegiatan: Koordinasi
Pelaksanaan Akuntansi
Pelaporan Keuangan Daerah

a1




mmmm]mm

Sub Kegiatan: Koordinasi
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD  Bulanan, Triwulan dan
Semesteran

Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan  Keuangan Pemerintahan
Daerah

Sub  Kegiatan: Koordinasi  dan
Penyusunan  Rancangan  Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD  Provinsi dan
Rancangan Perpiuran Kepala Daerah

tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis Operasional
Penyelengearaan Akuntansi
Pemerintah Dacrah

Kegiatan; Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan
dan Penvaluran Banfuan kKeuangan

Program: Meningkatnys tata | Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik

Pengelolaan Barang | kelola aset daerah Draerah

Milik Daerah Sub Kegiatan: Penyusunan
Perencanaan  Kebutuhan  Barang
Milik Draerah

Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan
Barang Milik Dacrah

Sumber: BPKAD Kab, Bengkalis 2025
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4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perangkat Daerah adalah

ukuran kuantitatif atau kualitatif’ yang digunakan untuk mengukur pencapaian
tujuan dan sasaran perangkat daerah. Beberapa komponen dalam penetapan IKU
mencakup nama indikator, definisi, satuan. target dan sumber data. IKU
dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta mendukung program prioritas daerah
maka telah ditetapkan IKL BPKAD sebagai berikut:

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. Bengkalis
; Target Taliun
e S 2025 2026 17 2028 024 2ih3a et
Mils  SAKIP  Perangkat "
i Milas BE A A A A A
g‘r’a’;;"‘* fienkenin % 9414 | 9443 | va7 | w497 | sz | 9ss0

Upim BFK.  atas  Luporsn

K eumngan Doerah Kategor wWTP wTP WTP WP WP WP RP ML

Indeks Pengelobuan

Bcuangan acrah Ml I £} i A A A RPIBD
i komposit

:':::‘:'._‘u‘:" proscbbus i) % iso | 1500 | 2088 | 2423 | w0 | 3259

Nilgi  Ares  Pengelolnan Nilai

BMD puds MCP Kopsargah ! 511 55 Al 65 T

KPK

Milm  Ares ngunﬁsnn.m Nitai ) )

Dreerah pada MCP 5 55 G5 5 E5 a0

_Kopsurgah KPR

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis dan RPIMD 2025

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sesuai dengan urusan vang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi

BPKAD. telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi
tolok ukur pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu
2025-2030 sebagimana tabel berikut ini:
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Tabel 1V 4
Indikator Kinerja Kunci BPRAD kab. Benghkalis

IKK

Satua

Target Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

Persentase  Belanja
Pegawai di  Luar
Tunjangan Guri
vang Dialokasikan
melalui TKD

o

22,04

20,27

18,65

17.16

15,79

15,00

Persentase  Alokasi
Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik

35,65

37,79

40,06

4246

43,01

46,50

Persentase Realizasi
Anggaran  Belanja
Urusan Wajib
Pelavanan Dasar

%

61,32

63,77

68,98

71,74

80,50

Ketepatan waktu
penetapan  Peraturan
Daerah  Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah dan
memastikan

kepatuhan,

| kelancaran

pelaksanaan
anggararn, serta
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah

Tepat
Wakiw/
Tidak
Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Wakitu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waku

Tepat
Wakiu

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis 2025
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
periode 5 (lima) tahunan yang penyusunannyva merujuk pada Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan
menjamin  kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya
pada Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui aktualisasi Program,
Kegiatan maupun Sub Kegiatan vang telah disusun selama periodesasi 5 (lima)
tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak terlepas dari partisipasi aktif,
Integritas dan komitmen seluruh ASN dalam menjalankan program, kegiatan dan
sub kegiatan dan jangan sampai Renstra ini hanya menjadi kelengkapan dokumen
administrasi saja tetapi menjadi arah penentu tercapainva tujuan dan sasaran
sebagaimana yang telah ditetapkan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra BPKAD merupakan suatu proses vang kompleks dan
memerlukan perencanaan yang terarah dan substansif sesuai dengan urusan dan
kewenangan serta mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Renstra BPKAD adalah suatu dokumen yang berisi rencana strategis dalam
mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan

Renstra BPKAD harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan seperti:
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|. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku

4. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus transparan dan akuntabel, sehingga
masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja BPKAD.

5. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus efektif’ dan efisien, sehingga sumber daya
vang lersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dan
sasaran,

6. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama
perangkat daerah lainnya sehingpa saling sinergi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Pelaksanaan Pengendalian
Pelaksanaan pengendalian Renstra adalah proses vang sangat penting untuk

memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam proses ini BPKAD

perlu memantau dan mengevaluasi kinerja secara rutin, mengidentifikasi masalah-
masalah yang timbul dan mencari solusi untuk mengatasinya. Beberapa langkah
yang perlu dilakukan antara lain:

I. Melakukan pengawasan kinerja secara terus-menerus untuk memastikan
bahwa pelaksanaan Renstra sesuai dengan rencana.

2. Mengevaluasi Kinerja secara periodik untuk mengetahui apakah tujuan dan
sasaran telah tercapai. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area-
arca yang perlu diintervensi dan mencari solusi untuk mengatasinya.

3. Merevisi kembali Renstra jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan
dan sasaran dapat tercapai. Revisi ini dapat membantu BPKAD
menyesuaikan dengan arah kebijakan dan perubahan regulasi.

34  Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Perencanaan dan pembangunan dua hal yang saling berkaitan erat.

Perencanaan vang baik akan menentukan pembangunan dapat dilaksanakan

dengan baik, tepat sasaran, efesien dan efektif. Sebaliknya, pembangunan yvang

tidak didasarkan pada perencanaan yang baik akan berisiko mengalami kegagalan
atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan bisa berimplikasi pada masalah

hukum.

e e e e e e e e e
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Dalam konteks pembangunan daerah., perencanaan dan pembangunan
harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan vang
telah ditetapkan. Evaluasi perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan secara
periodik untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja dan kendala yang
dihadapi.

Bengkalis.  Oktober 2025

Regmibitia Ltama Muda (1V/¢)
NIP, 19750302 200212 1 004
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DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPIMN Tahun 2025-20129;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPIMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD dan RKPD;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045
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Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis
2025-2029.
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Lampiran
Perhitungan Formulasi IKU
Tujuan Sasuran Indikator ¥efinisi Chpermsionul Formulasi Perhitongan |
Terwujudrmya | Meninghkatmys Milai SAKIP | Evaluasi terhadap  manajemen | Nilai Akuntshidias  Kinerja
pengelolasn dukumngan Peranghat kmnerja YAy miliputi | Perangkat  Dacruh  yang
kevsongan dan | pefayznan Draerah Perencansan Kinerp, Pengukuran | Dikeluarkan aleh
asct adminisiras: Kinerja, Petaporan Kinenn dan | APIPInspektorar Deersh
doerah yang | Keaangan il Evaluasi Intermal  Akuntabalias
rensparn dun | opernsiona] Kinera
akmninkbel perngkyt dacmmb
Meningkatya Persentase Jerrs  belumu  pegowm  dolam Anggurn belanyn pegawa
tailib kelola | Belanga APBIY berupn kompensas sesum dnersh di luar tambahsn
AT Pegawni  di | perafuran  perundang-undangan, penghasiban gun, tunjangan
L sy ik termasuk  fungangen gum | khusus guns, tunjemgan peofiess
Tunjangan yang  dislokmikan  melalo g, don tunjangan sejents
Guru  yang | Transfer ke Daerah {TKD) Batas lmmmya vang bersumber dar|
Diglskasikan | muksimolnva ditetaphkan 3% dari Transfer ke Daerah (TRD)
melahsi TEDY | total belanjo daerah dafism APBL b0
slm peruhahanmmy s Anggamn belanja dadam
Anggaren Pendapatan dan
Belanju Duerah
Persentise Belanga in mencakup
Alokasi anfrustrukiur daemnh VENE :
Belanga langsung terkiil dengan MM&;‘ IHE_EMJH mm
Infrastrukiue | percepatun  pembungunan  sert i o 5 i
Peliryanan pemwelihormun fuslis  pelayvanan
Publik publi,  beornmsi pide Tkl Ehctuse Arys e
Pendepatan dan Belanis Dacrah
pembengunan  ekonomi  daerah i bir ik hasil
untuk meningkitkan kescmpatan | G lsF Delanys bagi has
kerju, men Y s tou transher kepads deerah
o dan/stau dest.
dan  kesenjangan  lnvanon  antar
| daemah
' Ketepatin u Angporan  Pendapatsn  dan | 1 Tepat Waktu
watkiu Belame Dacrab ying | 2 Tulak Tepat Wikl
penetapan selanjunyn  disingkat  APBD
Permiuran sdulah  rencana keuangan
Dagrah tehunan Dlperah yang
Anggaran divetaphan dengan Perda
Pendapatan b. Pendn APBD ditetepkan paling
dan Belanj lambat 31  Desember pada
Dagrah dan tnhun sebelumnvi
memastikan
kepatuhpn,
kelancuran
pelaksanmn
anggaren,
STt
nkuninbilims
pengelolam
kectaungnn
disernh
Miemmghutryw Persenimse Healisasi  Anggamn  Helans Totul Realisas Anggaran
Lt kelols | Realisasi Urusan Wajib Peloyanen Desar Belunja Urusan Wajib
perbenduhurian Anggarn mengscy pada tingkat pencapain Pelayanon Dasar Tahun N
Belang aktunl pengelunrmn APRD untuk X 100
Utrimsan Wajth | bidang wajil seperti pendiftkan, | Toml  realimasi  Angoaran
Palayanam kesehotan, dan  sanitesi  dasar :
Dusar dibandingkan  dengan  pagu | | -raopaten dan Belunjs Dacrah
miggmran vang direncanukan thun N
Hersentase Rasio penibiahan negnlif
Penurunsn [ penurunan Sisa Lebih
SiLPA Pembiayuan  Angguran (SILPA)

dan tahun berjalon terhadap nila:

SILPA tahun ANEEAran
sehelumnya,  dihitung  dalam
persentise  unduk | mengukur

efisens pengelodaun AFBD.

SiLPA tahun beralun
X 100
SiLPA tabun sebelumnya
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Meninglkaimy Opini BPK | Opm BPK  atas  Leporan | Sumt  Pemlman  opm  dan
Tita Keloln | atas laporan | Keuangan Duerah  mervpakan | Badon  Pemeriksa  Kewangan
Akumianst  don | Kcoangan penilaian professonal  Badan | (BPK)
Pelaporan [Daeruh Pemertksa  Keusngmn  (BPK)
terhadap  kewaparun | penyapan
laporan  keusngan  pemernirntah
dacruh  {LKPD)  berdasarkan
Standar Akuntansi Pemeriniahin
(SAP)
Tepat Wakiu | Laporan Keuangan Pemenntah | LKPD  disampaikan  pabing
Bagrah (LEPD) adalah laporan | lambat 3 bulsn setelah tahun
keoangan  yung  disusun oleh | anggaran  berakber  Hal
pemeninth daerah uniuk | dmtur dalam Pernturnn
memherikan  infoemas|  tentang | Pemerintah Momor (2 Tahom
Pl kewangan, kmermp | 2019 wenteng  Pengelolann
keuangan,  dan s kes | Keusngan Dacnh,
pemenmizhe daerah selama
penode terfentu. LEPD kasanys
terdin den beberaps komponen
sepert
s Laporan Realsus  Anggomn
{LRA)
# Neraica
* Lapornn Arus Kas (LAK)
& Catatan i Lsipusriidi
Keuangan {cal K}
Menmgkatnyu Permsentase Pertumbuhan  mism  &set  tetap
imta  kelolu asel | penombshan | daersh (seperts tnah, hengunan, Penambahanbenalan asel
daerah ik aset | kendarman, dan  perlstan)  don thun beryuban
tedap tahun sebeluminyva terhadap nilni X
akhir mhun sehelumnya, dibitung 10K
dolum  pertentose  berdusarkan Aset tohun sebelumanyae
dain neraca pemerinioh dperah,
Terwujudnya Mitai  Asea | Area ini menilel sepwh mana | Hosil vang  dikeluarkan  oleh
Pencegahan Pengelolaan pemerintah dacrah melakukon | MOSP (Sistem momitoring dan
Korupsi pada | BMD  peda | inveniansas, penamusshoan, | Evalusi KPK unick Mengukur
Perungkat Dacrah | MCPF sortifikesi, don pemonfaaten nsel | Capeian Pencegohan Korpsa di
kopsurgah daermh secam akuniabel Secam | Pemerntadan Daenth)
KPK umum, area AMD masih menjadi
saloh safu fink mawen koropsi
karena banvek aset belum lercatsl
i belum bersertifiknt
Ml Aren | Nilw Arca Penganggoran Dacrh | Flasil vang  dikeluarkon  oleh
Pengunggaran | pada  MCP  Kopsurgah KPR | MOSP (Sistem momtonng dan
Dmersh  peds | adalah ukuran capatan | Evaluasi KPR aniuk Mengukur
MCP pemeniiuh diserah dalam | Capaian Pencegalun Korpsa di
Kopsurgah melaksanakun proses | Pemermtaban Dacrh )
KPK Penganguanin secara iransparan,

okuntabel, pertispotil don sesuw

ketentunn  peraturan  perundang-
undangan
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